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KATA PENGANTAR 

 

Dengan mengucapkan Puji Syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas 

limpahan rahmat serta hidayah-Nya kami dapat menyusun Rencana Kerja (RENJA) Dinas 

Lingkungan Hidup Kota Pontianak Tahun 2024. Penyusunan Rencana Kerja ini mencakup 

pelaksanaan Tujuan dan Sasaran, Strategis dan Kebijakan dan Rencana Pembiayaannya. 

 Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak disusun dalam upaya 

menentukan skala prioritas penanganan permasalahan persampahan dan lingkungan hidup. 

Oleh karena itu Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak ini sebagai 

acuan/pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup dengan 

mengoptimalkan segala potensi dan sumber daya yang dimiliki berdasarkan prinsip-prinsip 

Good Environment dengan indikator yang dapat diukur. 

 Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Rencana Kerja ini masih terdapat 

kekurangan oleh karena itu saran/masukan yang sangat kami harapkan dalam upaya 

penyempurnaan penyusunan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak yang 

akan datang. 

 

      Pontianak,          Agustus 2023 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Rencana kerja (Renja) adalah dokumen rencana yang memuat kebijakan, program dan 

kegiatan, lokasi kegiatan, indikator kinerja, danpagu indikatif yang diperlukan untuk mencapai 

sasaran pembangunan, dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran untuk periode 

1(satu) tahun. Penyusunan rancangan Renja merupakan hasil pembahasan atas usulan program 

dan kegiatan yang telah disinergikan dengan hasil Musrenbang Kota Pontianak dengan tetap 

mengacu pada program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renstra. Renja memilki fungsi 

yang fundamental dalam system perencanaan daerah, karena Renja merupakan produk 

perencanaan pada unit organisasi pemerintah terendah dan terkecil. Proses penyusunan Renja 

dimulai dengan persiapan penyusunanan Renja PD dengan mengumpulkan pengolahan data dan 

informasi. Menganalisa gambaran perangkat daerah untuk menentukan isu-isu penting 

penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah, sehingga perumusan tujuan dan sasaran 

yang dihasilkan berdasarkan review hasil evaluasi Renja PD tahun lalu, berdasarkan Renstra PD 

yang didasarkan pada penelaahan rancangan awal RKPD. Selanjutnya menjadi perumusan 

kegiatan prioritas yang juga didasarkan kepada penelaahan usulan kegiatan masyarakat. 

Sementara itu terkait pendapatan retribusi persampahan, Dinas Lingkungan Hidup 

mengelola pendapatan retribusi persampahan. Dasar pengelolaan Retribusi Persampahan 

tersebut diatur dalam Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 8 Tahun 2020 tentang Retribusi 

Jasa Umum dan Peraturan Walikota Pontianak Nomor 1 Tahun 2021 tentang Petunjuk 

Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pelayanan Persampahan. Berdasarkan aturan tersebut, 

Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak mengelola Pendapatan Retribusi Persampahan yang 

terdiri dari Retribusi yang ditagih melalui Pelanggan PDAM, Retribusi melalui Kerjasama 

Pengangkutan Sampah dan Retribusi melalui Penarikan Karcis. Dalam upaya optimalisasi  

pendapatan asli daerah tentu dibutuhkan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup 

yang berorientasi pada optimalisasi pengelolaan pendapatan asli daerah untuk mendukung 

pembangunan Kota Pontianak. Oleh karena itu keberadaan dan peranan Dinas Lingkungan 

Hidup Kota Pontianak selaku institusi/lembaga yang bertanggungjawab dalam pengendalian 

dampak lingkungan hidup dan kebersihan persampahan menjadi sangat strategis yang 

melaksanakan, memotivasi, memfasilitasi, dan mengkoordinasikan pencapaian Renstra Kota 

Pontianak Bidang Lingkungan Hidup 2024-2026 bersama-sama dengan instansi dan 

stakeholders baik di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak, masyarakat dan dunia usaha.  
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Prinsip-prinsip didalam penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah adalah sebagai 

berikut : 

a. Berpedoman pada Renstra OPD dan mengacu pada rancangan awal RKPD; 

b. Rumusan program/kegiatan di dalam renja OPD didasarkan atas pertimbangan urutan urusan 

pelayanan wajib/pilihan pemerintahan daerah yang memerlukan prioritas penanganan dan 

mempertimbangkan pagu indikatif masing-masing OPD; 

c. Penyusunan Renja OPD bukan kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan merupakan 

rangkaian kegiatan yang simultan dengan penyusunan RKPD, serta merupakan bagian dari 

rangkaian kegiatan penyusunan APBD; 

d. Program dan kegiatan yang direncanakan memuat tolok ukur dan target capaian 

kinerja,keluaran, biaya satuan per keluaran,dantotal kebutuhan dana. 

 

Keterkaitan Renja OPD dengan dokumen RKPD dan Renstra OPD merupakan satu 

kesatuan yang tidak dapat dipisahkan karena didalam Renja OPD merupakan penjabaran dan 

adanya hubungan keselarasan dengan dokumen daerah yang ada di atasnya seperti RPJMD, dan 

Renstra OPD. Renja OPD merupakan masukan utama bagi penyusunan RKPD, Renstra OPD, 

RPJMD, RKA OPD, KUA dan PPAS, serta RAPBD. 
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1.2. Landasan Hukum 

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Renja Dinas Lingkungan Hidup 

Kota Pontianak Tahun 2024 adalah:  

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat 

Nomor 3 Tahun 1953 tentang perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di 

Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai 

Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 

1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin 

dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Darurat Nomor 

3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 2756). 

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan 

Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421). 

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700). 

5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4275). 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6573). 

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara 

Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6757). 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah 

Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 
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Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6402); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan 

dan Penganggaran Pembangunan Nasional ((Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6056). 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6178). 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6322). 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi 

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323). 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan 

Pemerintah Nomor18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6402). 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara 

Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi 

Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 

dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka 

menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312). 

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 tahun 2019 tentang Sistem Informasi 

Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114). 

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi 

Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah 

(Berita Negara Tahun 2019 Nomor 1447). 

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 

Nomor 1781). 

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar 

Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419). 

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor … Tahun 2023 tentang Pedoman 

Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024. 
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20. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang Kota Pontianak Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 

2008 Nomor 9 Seri E Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 

73). 

21. Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang 

Wilayah Kota Pontianak Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 

2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 117).  

22. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 

Daerah (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan 

Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 149) sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah 

Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 

(Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran 

Daerah Kota Pontianak Nomor 192). 

23. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah Kota Pontianak Tahun 2020-2024 (Lembaran Daerah Kota 

Pontianak Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak 

Nomor 171) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 

2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pontianak Tahun 2020-2024 

(Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2020 Nomor 17, Tambahan Lembaran 

Daerah Kota Pontianak Nomor 191. 

24. Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 127 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Struktur 

Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Lingkungan 

Hidup Kota Pontianak (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2021 Nomor 127).  

25. Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 5 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan 

Daerah Kota Pontianak Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 

2023 Nomor 5). 

26. Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor … Tahun 2023 tentang Rencana Strategis … 

Kota Pontianak Tahun 2024-2026; 

27. Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor … Tahun 2023 tentang Rencana Kerja 

Pemerintah Daerah Kota Pontianak Tahun 2024 (Berita Daerah Kota Pontianak 

Tahun 2023 Nomor ...). 

28. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 tahun 2021 tentang Hasil 

Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan 

Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. 
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1.3. Maksud dan Tujuan 

Renja Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak Tahun 2024 disusun dengan maksud 

melaksanakan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata 

Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi 

Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah, 

dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.  

Sedangkan tujuannya adalah menyelaraskan dokumen renja PD dengan renstra PD 

serta dengan dokumen perencanaan lain termasuk Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 

agar penyelenggaraan urusan Lingkungan Hidup berjalan sesuai koridor. Penyelarasan 

dilakukan dengan mempertimbangkan isu-isu strategis, kebijakan nasional, regulasi yang 

berlaku, dan saran dan/atau masukan dari pemangku kepentingan (stakeholders). 

 

1.4. Sistematika Penulisan 

BAB I PENDAHULUAN 

BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 

LALU 

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH 

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 

BAB V PENUTUP 
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BAB II 

HASIL EVALUASI RENCANA KERJA TAHUN LALU 

 

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu dan Capaian Renstra 

Analisa capaian kinerja ditujukan untuk mengetahui tingkat keberhasilan dan 

kegagalan serta hambatan kendala dan permasalahan yang dihadapi serta langkah - langkah 

pemecahan masalah yang diambil oleh masing-masing Perangkat Daerah  pengampu 

kebijakan dalam rangka memenuhi target kinerja dari masing - masing indikator kinerja 

sasaran (outcome) dan indikator kinerja kegiatan (output) yang ingin dicapai dan 

dilaksanakan pada tahun anggaran 2022. Selain itu disajikan pula akuntabilitas keuangan 

dengan cara menyajikan alokasi dan realisasi anggaran bagi pelaksanaan program dan 

kegiatan sebagai input bagi proses pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi. 

Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak berdasarkan 

dokumen Renstra yang dibuat pada periode 2020-2024 sebanyak 1 (satu) Indikator yang 

mengampu IKU Walikota yaitu Menurunnya Pencemaran Lingkungan.  

 

Tabel 1 

SASARAN STRATEGIS 

NO  INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN % 

(1)  (2) (3) (4) (5) 
1 Meningkatnya 

Kualitas 
Lingkungan 
Hidup 

Indeks Kualitas Lingkungan 
Hidup (IKLH) 

62,39 63,25 101,38 

Indeks Kualitas Air (IKA) 53,50 59,84 111,85 

Indeks Kualitas Udara (IKU) 82,50 85,68 103,85 

Indeks Kualitas Tutupan 
Lahan (IKTL) 

40,50 27,64 68,25 

222
22 

Meningkatnya 
Pengelolaan 
Sampah 

Persentase Penanganan 
Sampah dan Pengurangan 
Sampah 

100 97,67 97,67  

  3 Meningkatnya 
Pembinaan, 
Pengawasan 
dan Kerjasama 
Pengelolaan 
Lingkungan 
Hidup 

Persentase Peningkatan 
Ketaatan Pelaku Usaha 
Terhadap Pengelolaan 
Lingkungan Hidup 60,00 91,94 153,23 
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Evaluasi dan Analisis terhadap Capaian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak 

Tahun 2022 yaitu Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup yang tercermin dengan capaian 

Indikator dari Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) secara rinci dapat dilihat pada Tabel 

sebagai berikut: 

Tabel 2 

Capaian Sasaran Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak dengan 
Indikator Kinerja Tahun 2022 

 

No Sasaran 
Strategis 

Indikator 
Kinerja 

Target Realisasi % 

(1) (2) (3) (4) (5)  
1 Meningkatnya 

Kualitas 
Lingkungan 
Hidup 

1. Indeks 
Kualitas 
Lingkungan 
Hidup 
(IKLH) 

 
  62,39 

 

     
     63,25 
 
 

 

 
101,38 

 

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup  Kota Pontianak Tahun 2022 
 

 

Dari tabel pada Sasaran Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak, untuk Indikator 

Kinerja Indeks Kualitas Lingkungan Hidup tercermin dengan pencapaian indikator berikut: 

 

1) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) 

Indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Tahun 2022 terealisasi sebesar 63,25 dari jumlah 

yang ditargetkan sebesar 62,39 atau dengan kata lain tercapai sebesar 101,38 %. Adapun capaian 

realisasi Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dimana terdiri atas 3 (tiga) indikator yaitu Indeks 

Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU) dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL). 

Jika dilihat dari hasil capaian masing-masing indikator terdapat 2 (dua) indikator masuk 

kedalam kategori capaian Sangat Baik dimana diantaranya Indeks Kualitas Air dengan capaian 

sebesar 111,85 % dan Indeks Kualitas Udara yaitu sebesar 103,85 %, sedangkan untuk indikator 

Indeks Kualitas Tutupan Lahan termasuk kedalam kategori Cukup Berhasil dimana realisasinya 

mencapai 68,25 %. 
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Tabel 3 

Capaian Sasaran Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak dengan 
Indikator Kinerja Tahun 2022 

 

No Sasaran 
Strategis 

Indikator 
Kinerja 

Target Realisasi % 

(1) (2) (3) (4) (5)  
      
2 Meningkatnya 

Pengelolaan 
Sampah 

1. Persentase 
Penanganan 
Sampah dan 
Pengurangan 
Sampah 

 
  100 

 

     
     97,67 
 
 

 

 
97,67 

 

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup  Kota Pontianak Tahun 2022 
 

Berdasarkan table diatas Adapun capaian sasaran strategis ke dua yaitu Meningkatnya 

Pengelolaan Sampah dengan indicator kinerja yang ditetapkan yaitu Persentase Penanganan 

Sampah dan Pengurangan Sampah dengan target tahun 2022 sebesar 100 %. Adapun 

pengelolaan sampah di Kota Pontianak menjadi urusan daripada Dinas Lingkungan Hidup 

dimana dalam pengelolaannya melibatkan peranserta masyarakat baik dalam bentuk organisasi 

maupun secara pribadi. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 

tentang Pengelolaan Sampah, yang dimaksud dengan sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari 

manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat. 

Pada Periode 3 (tiga) Rentra Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak melalui sasaran ke 

2 (dua) target pengelolaan sampah ditetapkan sebesar 100 %, sampai dengan triwulan ke IV 

telah mencapai 97,67 % atau dengan kata lain telah terealisasi sebesar 97,67 % dan capaian ini 

dapat dikatakan sangat baik. 

Adapun rumus untuk mencari persentase pengelolaan sampah, dimana tercantum dalam 

Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak tahun 2020 – 2024 yaitu :  

 

𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝑽𝒐𝒍𝒖𝒎𝒆 𝑺𝒂𝒎𝒑𝒂𝒉 𝒀𝒂𝒏𝒈 𝑫𝒂𝒑𝒂𝒕 𝑫𝒊𝒌𝒆𝒍𝒐𝒍𝒂

𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝑻𝒊𝒎𝒃𝒖𝒍𝒂𝒏 𝑺𝒂𝒎𝒑𝒂𝒉 𝑲𝒂𝒃/𝑲𝒐𝒕𝒂
 𝒙 𝟏𝟎𝟎 % 

 

Jumlah volume sampah tahun 2022 yang dapat dikelola oleh Dinas Lingkungan Hidup 

Kota Pontianak sebesar 143.148,65 ton/tahun dari total volume ztimbulan sampah mencapai 

146.560,71 ton/tahun, dimana jumlah tersebut dipeoleh dari data jumlah penanganan sampah 

yang diangkut dari TPS yang tersebar di wilayah Kota Pontianak, selain itu diperoleh dari data 

pengurangan sampah yang dilakukan dengan cara pembatasan sampah melalui Sekolah, Ritail, 

Perkantoran, Pemukiman serta dari data Bank sampah yang ada di Kota Pontianak.  
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Total Volume Sampah 
Yang Dapat Dikelola  (Ton 

/ Tahun) 

Total Volume 
Timbulan Sampah 

Kab/Kota 
(Ton / Tahun) 

Pengelolaan Sampah Di 
Wilayah Kota 

Pontianak  

143.148,65 146.560,71 97,67 % 

 

Agar terjamin pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup sebagaimana diatur 

dalam undang - undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan 

Lingungan Hidup dalam upaya pelaksanaan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan 

lingkungan, maka diperlukan upaya pengendalian yang bijak dalam pemanfaatan dan/atau 

eksploitasi sumber daya alam yang dimiliki oleh suatu daerah atau negara, baik itu berupa 

sumber daya alam tambang, pariwisata, serta kegiatan-kegiatan lain yang berpotensi 

menghasilkan pencemaran lingkungan. Pasal 68 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 

tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dijelaskan bahwa setiap orang yang 

melakukan usaha dan/atau kegiatan berkewajiban menjaga keberlanjutan fungsi lingkungan 

hidup dan menaati ketentuan tentang baku mutu lingkungan hidup dan/atau kriteria baku 

kerusakan lingkungan. 

Tabel 4 

Capaian Sasaran Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak dengan 
Indikator Kinerja Tahun 2022 

 

No 
Sasaran 
Strategis 

Indikator 
Kinerja Target Realisasi % 

(1) (2) (3) (4) (5)  
3 Meningkatnya 

Pembinaan, 
Pengawasan dan 
Kerjasama 
Pengelolaan 
Lingkungan 
Hidup 

1. Persentase 
Peningkatan 
Ketaatan 
Pelaku Usaha 
Terhadap 
Pengelolaan 
LH 

 
  60,00 

 

     
     91,94 
 
 

 

 
153,23 

 

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup  Kota Pontianak Tahun 2022 
 

Adapun besaran capaian tersebut diperoleh dengan rumus yang telah tertuang  dalam 

dokumen Renstra yaitu sebagai berikut : 

 

𝑱𝒖𝒎𝒍𝒂𝒉 𝑷𝒆𝒍𝒂𝒌𝒖 𝑼𝒔𝒂𝒉𝒂 𝒀𝒂𝒏𝒈 𝑻𝒂𝒂𝒕

𝑱𝒖𝒎𝒍𝒂𝒉 𝑲𝒆𝒈𝒊𝒂𝒕𝒂𝒏 𝑼𝒔𝒂𝒉𝒂 𝒀𝒂𝒏𝒈 𝑫𝒊𝒂𝒘𝒂𝒔𝒊
 𝒙 𝟏𝟎𝟎 % 

 

Pengawasan lingkungan hidup merupakan salah satu instrument penegakan hukum dan 

merupakan amanat Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan 
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pengelolaan lingkungan hidup. Pada tahun anggaran 2022 Dinas Lingkungan Hidup Kota 

Pontianak telah melakukan kegiatan pengawasan kegiatan usaha dimana sampai dengan akhir 

triwulan ke IV telah dilakukan pemeriksaan sebanyak 248 kegiatan usaha yang ada di wilayah 

Kota Pontianak, adapun jenis kegiatan usaha yang dilakukan pemeriksaan diuraikan pada table 

berikut : 

 

Untuk jenis kegiatan yang paling banyak dilakukan pemeriksaan adalah kegiatan usaha 

yang bergerak di bidang rumah makan/restoran/café/tempat hiburan yaitu sebanyak 169 

kegiatan usaha, hotel/kost dan penginapan sebanyak 25, kegiatan usaha industri sebanyak 21, 

bengkel/showroom/tempat cuci mobil/motor sebanyak 10 kegiatan usaha, fasilitas pelayanan 

Kesehatan sebanyak 9 kegiatan usaha, tempat laundry sebanyak 8, perdagangan jasa sebanyak 

5 dan stasiun pengisian bahan bakar umum sebanyak 1 kegiatan usaha. 
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Tabel 5 
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Lingkungan Hidup dan 

Pencapaian Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak 
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2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 

 

Analisis kinerja pelayanan SKPD menunjukan tingkat capaian kinerja SKPD berdasarkan 

sasaran/target Renstra DLH Tahun 2020-2024, mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi 

untuk menyusun program dan kegiatan dalam rangka peningkatan pelayanan sesuai dengan 

tugas pokok dan fungsi berdasarkan Standar pelayanan Minimal (SPM). Standar pelayanan 

Minimal (SPM) bidang lingkungan hidup adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan 

dasar bidang lingkungan hidup yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh 

setiap warga secara minimal, dimana pelayanan dasar bidang lingkungan hidup adalah jenis 

pelayanan publik yang mendasar dan mutlak untuk mendapatkan mutu lingkungan hidup yang 

baik dan sehat secara berkelanjutan. 

Indikator Kinerja Sasaran :  

1. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) 

- Indeks Kualitas Air (IKA) 

- Indeks Kualitas Udara (IKU) 

- Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) 

Penyebab : 

1) Masih terdapat masyarakat yang melakukan pembakaran lahan. 

2) Berkurangnya lahan terbuka akibat meningkatnya peruntukan lahan untuk perumahan. 

Solusi yang dilakukan : 

1. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar menanam tanaman yang tinggi (memiliki 

fungsi lindung). 

2. Mewajibkan sekolah-sekolah binaan untuk menanam tanaman yang tinggi (tanaman 

pelindung/ peneduh), jika sudah dilakukan agar menambahkan mengingat sekolah-

sekolah memiliki lahan yang luas  

3. Meningkatkan Kualitas Tutupan Lahan pada lokasi-lokasi tertentu. 

4. Mengoptimalkan Penghijauan dengan Melakukan Penanaman pohon. 

5. Melakukan pemeliharaan terhadap Ruang Terbuka Hijau yang sudah dibangun dengan 

melakukan penggantian tanaman yang mati/ rusak dengan tanaman yang mempunyai 

fungsi lindung. 

6. Melakukan penataan Ruang Terbuka Hijau dengan pemilihan tanamanya mempunyai 

fungsi lindung. 
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2. Persentase Penanganan Sampah dan Pengurangan Sampah 

Penyebab : 

1. Meningkatnya jumlah penduduk setiap tahunnya, menyebabkan volume timbulan 

sampah juga meningkat. 

2. Kesadaran masyarakat masih kurang dalam memafaatkan / mengelola sampah. 

Solusi yang dilakukan : 

1. Perlunya lebih digalakkan sosialisasi kepada masyarakat akan pentingnya pengolahan 

maupun pemanfaatan sampah. 

2. Perlunya lebih ditingkatkan lagi jumlah Lembaga masyarakat maupun kelompok 

masyarakat yang peduli akan lingkungan. 

3. Optmalisasi keberadaan bank sampah. 

4. Perlunya inovasi dalam pengelolaan sampah. 

 

3. Persentase Peningkatan Ketaatan Pelaku Usaha Terhadap Pengelolaan Lingkungan Hidup 

Penyebab : 

1. Peningkatan pengawasan terhadap kegiatan usaha agar dapat dipertahankan. 

2. Pengawasan terhadap pelaku usaha agar lebih intens dilakukan. 

Solusi yang dilakukan : 

1. Jumlah objek yang dilakukan pengawasan agar lebih merata. 

2. Jumlah objek kegiatan usaha agar lebih ditingkatkan hal ini dikarenakan mengingat 

banyaknya jumlah kegiatan usaha di Kota Pontianak. 
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Tabel 6 

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak 
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2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi  
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Dalam mensikapi adanya hambatan dan permasalahan di dalam penyelenggaraan tugas pokok dan 

fungsinya, maka DLH Kota Pontianak berupaya semaksimal mungkin untuk mengoptimalkan semua 

sumber daya yang ada untuk meminimalkan hambatan dan permasalahan yang dihadapi, dengan 

membuat kelemahan-kelemahan maupun hambatan yang ada menjadi peluang dan tantangan agar dapat 

terselenggara tugas pokok dan fungsi DLH Kota Pontianak dengan optimal. 

Adapun tantangan yang perlu diatisipasi, antara lain : 

1) Volume sampah yang meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk. 

2) Rendahnya tingkat kesadaran masyarakat terhadap membuang sampah pada tempatnya, 

pemilahan sampah dan jadwal pembuagan sampah. 

3) Sering terjadinya kemacetan lalu lintas, sebagai akibat rendahnya kesadaran berlalu lintas 

yang membahayakan PHL yang sedang bertugas. 

4) Sulitnya merubah perilaku para pengusaha dan masyarakat terhadap pentingnya 

pengendalian pencemaran. 

5) Meningkatnya para pelaku usaha yang berdampak pada pencemaran lingkungan. 

6) Kurangnya dukungan dan kesadaran dari pemilik usaha maupun masyarakat tentang 

pentingnya pengelolaan lingkungan hidup dan mentaati aturan yang sudah dikeluarkan. 

 

Beberapa peluang yang dapat dimanfaatkan : 

1) Komitmen yang kuat dari Walikota Pontianak untuk mewujudkan Pontianak kota yang 

bersih dan berwawasan lingkungan. 

2) Dukungan dari pihak Legislatif  Kota Pontianak. 

3) Kebutuhan masyarakat akan pelayanan kebersihan yang makin meningkat. 

4) Sampah dapat dikurangi (Reduce), dapat digunakan kembali (Reuse) dan dapat didaur 

ulang (Recycle). 

5) Meningkatkan penindakan terhadap kegiatan usaha yang melanggar peraturan terhadap 

perlindungan dan pengelolaan lingkungan. 

6) Melakukan pelatihan terhadap staff yang ada dengan tujuan memaksimalkan fungsi dengan 

jumlah pegawai yang ada. 

Pengelolaan Kemitraan dan Retribusi Kebersihan 

Merupakan upaya peningkatan kesadaran masyarakat dalam menciptakan dan memelihara 

kebersihan lingkungan serta peningkatan PAD Kota melalui peningkatan pendapatan retribusi 

kebersihan. Adapun hasil yang ingin diperoleh adalah meningkatnya pendapatan retribusi 

kebersihan sesuai target yang ditentukan melalui pendaataan objek wajib retribusi kebersihan 

secara akurat. Dengan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Pontianak dengan 

melakukan pemungutan retribusi kebersihan sampah sebagai salah satu bentuk partisipasi warga 

turut serta menjaga dan membangun kota agar tetap bersih dan indah
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2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD 

Telaahan terhadap rancangan awal RKPD dimaksudkan untuk membandingkan antara 

rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan 

yang telah dipertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra SKPD. Hasil review terhadap 

rancangan awal RKPD 2024, setelah membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan 

kebutuhan SKPD, maka terdapat beberapa catatan penting terhadap perbedaan dengan 

rancangan awal RKPD yaitu : 

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 

Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah  

Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 

Yaitu pada Rancangan Awal RKPD pagu hanya sebesar Rp. 174.799.000,- sedangkan untuk 

analisis kebutuhan kekeurangan dana sebesar Rp. 250.000.000,- jadi total Kebutuhan Rp. 

424.799.000,- yang mana akan digunakan untuk keperluan pengadaan dan kelengkapan 

peralatan kantor di gedung TPST3R oleh karena gedung tersebut merupakan gedung tempat 

dilakukannya kegiatan sosialisasi pengurangan sampah dimasyarakat. 

2. Program Pengelolaan Persampahan 

Kegiatan Pengelolaan Sampah 

Sub Kegiatan Penanganan Sampah melalui Pemprosesan Akhir Sampah di TPA / TPST 

Kabupaten/Kota atau TPA/TPST Regional 

Yaitu pada Rancangan Awal RKPD pagu sebesar Rp. 10.514.277.596,- sedangkan untuk 

analisis kebutuhan kekeurangan dana sebesar Rp. 3.421.254.500,- jadi total Kebutuhan Rp. 

13.935.532.096,- yang mana akan digunakan untuk penambahan alat berat berupa Sewa 

Buldozer 1 unit untuk melansir (Memindahkan dan meratakan sampah) yang mana  selama 

ini Cuma menggunakan 1 alat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

II-30 
 

 

Tabel 7 

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 
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2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 

Tabel 8 

USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI FORUM ASPIRASI MASYARAKAT TAHUN 2024 
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BAB III 

TUJUAN DAN SASARAN 

 

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional  

 

Arah Kebijakan merupakan suatu bentuk konkrit dari usaha pelaksanaan perencanaan 

pembangunan yang memberikan arahan dan panduan kepada pemerintah  daerah agar lebih 

optimal dalam menentukan dan mencapai tujuan. 

Arah Kebijakan pembangunan daerah juga merupakan pedoman dalam mengarahkan 

rumusan strategi yang sebelumnya telah dirumuskan agar lebih sistematis dalam mencapai 

tujuan dan sasaran. 

 

Arah Kebijakan Pembangunan Kota Pontianak Tahun 2024-2026 ditetapkan sebagai 

berikut : 

 

Arah Kebijakan Pembangunan Kota Pontianak Tahun 2024-2026 

Tahun Pertama 

(2024) 

Tahun Kedua 

(2025) 

Tahun Ketiga 

(2026) 

Penguatan Kolaborasi 

untuk Pembangunan 

Ekonomi Inklusif yang 

didukung Kondisi Aman 

dan Tertib 

Pemantapan Kolaborasi 

untuk Pembangunan 

Ekonomi Inklusif Menuju 

Peningkatan Produktivitas 

dan Kesejahteraan 

Peningkatan Produktivitas 

untuk Tansformasi 

Ekonomi Inklusif dan 

Berkelanjutan 

 

3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja 

Tujuan merupakan merupakan hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka 

waktu tertentu. Tujuan harus konsisten dan relevan dengan tugas pokok dan fungsi 

organisasi yang menggambarkan arah strategis dan perbaikan-perbaikan yang ingin 

diciptakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi organisasi. 

 

Tujuan dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak untuk periode 2024 – 2026 adalah 

Terwujudnya Kota Yang Bersih, Berwawasan Lingkungan, Berkelanjutan dan Sesuai 

dengan Tata Ruang. Sedangkan sasaran adalah : 

1. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup.  

2. Meningkatnya pengelolaan sampah 
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Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah beserta indikator 

kinerjanya disajikan dalam Tabel sebagai berikut : 

 

Tabel 9 
Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis 

 

Pengelolaan Kemitraan dan Retribusi Kebersihan 

Merupakan upaya peningkatan kesadaran masyarakat dalam menciptakan dan memelihara 

kebersihan lingkungan serta peningkatan PAD Kota melalui peningkatan pendapatan retribusi 

kebersihan. Adapun hasil yang ingin diperoleh adalah meningkatnya pendapatan retribusi kebersihan 

sesuai target yang ditentukan melalui pendaataan objek wajib retribusi kebersihan secara akurat. 

Dengan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Pontianak dengan melakukan pemungutan 

retribusi kebersihan sampah sebagai salah satu bentuk partisipasi warga turut serta menjaga dan 

membangun kota agar tetap bersih dan indah. 

Rencana Aksi Optimalisasi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Pontianak Melalui 

Retribusi Persampahan : 

1. Melakukan Verifikasi Data Retribusi pada Usaha Jasa dan Perdagangan. 

2. Pengoptimalan Penyesuaian Reklarifikasi Tarif Retribusi terhadap wajib retribusi yang 

belum sesuai dengan Klarifikasinya menurut Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota 

yang berlaku, khususnya pada Usaha Jasa dan Perdagangan (Retail, Hotel, Restoran). 

3. Survey Peninjauan Kembali atas Pengenaan Retribusi yang belum sesuai dengan tarif 

yang dikenakan. 
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Strategi dan Kebijakan 

Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan 
Terwujudnya 
Kota Yang 
Bersih, 
Berwawasan 
Lingkungan, 
Berkelanjutan 
dan Sesuai 
dengan Tata 
Ruang 

Meningkatnya 
Kualitas 
Lingkungan 
Hidup 

1. Meningkatkan 
Pembangunan IPAL 
Komunal di Kawasan 
Permukiman 

2. Menyediakan alat 
Pemulihan Air yang 
ditempatkan di badan 
parit/sungai 

3. Meningkatkan fasilitas dan 
sarana dalam pemantauan 
kualitas air permukaan di 
badan sungai/parit 

4. Melakukan penataan Ruang 
Terbuka Hijau 

5. Melaksanakan Program 
Keanekaragaman Hayati 

6. Menerapkan sanksi terhadap 
pelanggaran terhadap Perda 
Pengolahan Air Limbah 

7. Penegakan Hukum 
Lingkungan. 

 

1. Melakukan Pencegahan 
Pencemaran dan/atau Kerusakan 
Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota 

2. Melakukan Penanggulangan 
Pencemaran dan/atau Kerusakan 
Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota 

3. Melakukan Pemulihan Pencemaran 
dan/atau Kerusakan Lingkungan 
Hidup Kabupaten/Kota 

4. Meningkatkan Pengelolaan 
Keanekaragaman Hayati 
Kabupaten/Kota 

5. Membuat Rencana Perlindungan 
dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 
(RPPLH) Kabupaten/Kota 

6. Melakukan Penyelenggaran Kajian 
Lingkungan Hidup Strategis 
(KLHS) Kabupaten/Kota 

7. Meningkatkan Pembinaan dan 
Pengawasan Terhadap Usaha 
dan/atau Kegiatan yang Izin 
Lingkungan dan Izin PPLH 
diterbitkan oleh Pemerintah Daerah 
Kabupaten/Kota 

8. Melakukan Penyelenggaraan 
Pendidikan, Pelatihan, dan 
Penyuluhan Lingkungan Hidup 
untuk Lembaga Kemasyarakatan 
Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 

9. Pemberian Penghargaan 
Lingkungan Hidup Tingkat Daerah 
Kabupaten/Kota 

10. Penyelesaian Pengaduan 
Masyarakat di Bidang Perlindungan 
dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 
(PPLH) Kabupaten/Kota 

 
 Meningkatnya 

pengelolaan 
sampah 

8. Meningkatkan kualitas dan 
kuantitas pengelolaan 
sampah dan operasional 
kebersihan 

9. Mengembangkan system 
dan pengelolaan 
persampahan regional 

10. Mendorong peran serta 
masyarakat dalam 
pengelolaan sampah sejak 
dari sumbernya 

 

11. Melakukan Penyimpanan 
Sementara Limbah B3 

12. Melakukan Pengumpulan Limbah 
B3 dalam 1 (satu) Daerah 
Kabupaten/Kota 

13. Meningkatnya Pengelolaan Sampah 
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3.3. Program dan Kegiatan 

Program dan Kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak  adalah 

mengacu dari program yang telah ditetapkan, dengan jumlah 10 Program terdiri dari 1 (satu) program 

penunjang dan 9 (sembilan) program pembangunan. Program dan kegiatan ini dilaksanakan untuk 

kelancaran operasional perkantoran. Sedangkan untuk kegiatan terdapat 20 macam kegiatan dengan 69 

Sub Kegiatan sebagai berikut : 

1) PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH  

1) Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 

2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 

3) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 

4) Administrasi Umum Perangkat Daerah 

5) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 

6) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 

7) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 

 

2) PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP 

8) Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota 

9) Penyelenggaran Kajian Lingkungan Hidup Streategis (KLHS) Kabupaten/Kota 

 

3) PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN 

HIDUP 

10) Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota 

11) Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota 

12) Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota 

 

4) PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI) 

13) Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota 

 

5) PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN 

LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3) 

14) Penyimpanan Sementara Limbah B3 

15) Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 

 

6) PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN 

DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) 

16) Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan 

dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 
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7) PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN 

LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT 

17) Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk 

Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 

 

8) PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT 

18) Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 

 

9) PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP 

19) Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan 

Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota 

 

10) PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN 

20) Pengelolaan Sampah 
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BAB IV 

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN 

Jumlah Program yang dicanangkan pada tahun anggaran 2024 adalah 10 Program sebagai berikut :  

Belanja Kegiatan Urusan Sekretariat terdiri 1 program penunjang yaitu : 

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sebesar Rp. 14.721.445.601 dengan 

jumlah kegiatan sebanyak 7 buah kegiatan dan 30 Sub kegiatan. 

 

Belanja Kegiatan Urusan Bidang Lingkungan Hidup terdiri 9 program pembangunan yaitu : 

2. Program Perencanaan Lingkungan Hidup Sebesar Rp. 462.275.000 dengan jumlah kegiatan 

sebanyak 2 buah kegiatan dan 3 sub kegiatan. 

3. Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup Sebesar Rp. 

1.083.184.855 dengan jumlah kegiatan sebanyak 3 buah kegiatan dan 8 Sub Kegiatan. 

4. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI) Sebesar Rp. 62.672.500 dengan 

jumlah kegiatan sebanyak 1 buah kegiatan dan 1 Sub Kegiatan. 

5. Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya 

dan Beracun (Limbah B3) Sebesar Rp. 127.587.000 dengan jumlah kegiatan sebanyak 2 

buah kegiatan dan 4 sub kegiatan. 

6. Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan 

Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Sebesar Rp. 125.579.300 dengan jumlah kegiatan 

sebanyak 1 buah kegiatan dan 3 sub kegiatan. 

7. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk 

Masyarakat Sebesar Rp. 435.835.950 dengan jumlah kegiatan sebanyak 1 buah kegiatan 

dan 3 sub kegiatan. 

8. Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat Sebesar Rp. 263.339.800 

dengan jumlah kegiatan sebanyak 1 buah kegiatan dan 1 sub kegiatan. 

9. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup Sebesar Rp. 142.443.500 dengan 

jumlah kegiatan sebanyak 1 buah kegiatan dan 3 sub kegiatan. 

10. Program Pengelolaan Persampahan Sebesar Rp. 45.331.415.494 dengan jumlah kegiatan 

sebanyak 1 buah kegiatan dan 13 sub kegiatan. 
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BAB V 

P E N U T U P 

 

Rencana Kerja (Renja) DLH Kota Pontianak Tahun 2024 ini disusun dalam rumusan program 

dan kegiatan yang merupakan hasil sinkronisasi antara evaluasi hasil capaian kinerja Renstra 

DLH Tahun 2020-2024, identifikasi isu-isu penting bidang lingkungan hidup, keterkaitan 

dengan tugas pokok dan fungsi DLH Kota Pontianak, review atas rencana awal RKPD Kota 

Pontianak Tahun 2024, hasil analisa kebutuhan instansi. 

 Usulan program dan kegiatan untuk tahun 2024 masih dititikberatkan pada upaya 

pengendalian pencemaran lingkungan dengan menurunkan beban pencemaran baik air 

maupun udara, peningkatan pengelolaan lingkungan oleh perusahaan, peningkatan edukasi 

dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan, pendidikan lingkungan di sekolah, 

pelayanan kebersihan dan pengangkutan sampah serta upaya pengurangan sampah sejak dari 

sumber sampah baik rumah tangga maupun usaha/industri sesuai dengan Renstra, hasil 

Musrenbang. Namun demikian apabila ternyata di dalam pelaksanaan kegiatan ternyata 

anggaran yang tersedia tidak sesuai dengan kebutuhan, DLH Kota Pontianak akan tetap 

berupaya semaksimal mungkin untuk melaksanakan seluruh kegiatan yang telah menjadi 

ketugasan dan tanggung jawab DLH Kota Pontianak sesuai tupoksinya dengan 

mengoptimalkan seluruh anggaran yang tersedia dan sumber daya yang dimiliki. 

Demikian  gambaran  singkat   tentang  penjabaran  Rencana  Kerja  (RENJA)  

Tahunan Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak Tahun Anggaran 2024 dengan berdasarkan 

azas perencanaan berbasis kinerja sebagai pokok acuan untuk  melaksanakan  kegiatan pada  

Tahun Anggaran  2025 yang  akan  datang. 

 

Pontianak,      Agustus 2023 
        Kepala Dinas Lingkungan Hidup 

                                                                                                           Kota Pontianak 
 

                                                                                  
                                                                                         
                                                                                                    Ir. Sy. Usmulyono, MT 

                                                                                             Pembina Tingkat 1 
                                                                                     Nip. 19671017 199703 1 002 


